
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

PembcntukanDaerah-daerahKabupatendalam Lingkungan

Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 1950) sebagaimana telah diubah denganUndang­

Undang Nomor 4 Tahun 1968 lentang Pembentukan

Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan

Mcngubah Undang-UndangNomor 14Tahun 1950 tentang

PembentukanDaerah-daerahKabupatendalam Lingkungan

Propinsi Djawa Barat (LembaranNegaraRepublik Indonesia

Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lernbaran Negara

Republik indonesia Nomor2851);

bahwa untuk mclaksanakan kctcntuan Pasal 44 ayal (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022

tcnlang Pctunjuk Tcknis Pcnggunaan Kartu Krcdit

Pemerinlah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan

Peraturan Bupati lentang Tata Cara Penggunaan dan

PenyelenggaraanKartu Kredit PemerintahDaerah;

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATIPURWAKARTA,

TATACARAPENGGUNAANDANPENYELENGGARAAN

KARTUKREDlTPEMERINTAHDAERAH

TENTANG

BUPATI PURWAKARTA

PROVINSIJAWABARAT

PERATURANBUPATIPURWAKARTA

NOMOR 108 TAHUN2023

Mcngingal

Mcnimbang



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 ten tang Bank

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa

kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009

ten tang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang

Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan

Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Rcpublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pcngganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 ten tang

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022

ten tang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit
Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan 8elanja Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 582);



8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD

adalah unsur penunjang Urusan Pernerintahan Daerah pada Pemerintah

Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.

7. Satuan Kerja Pcrarigkal. Daei all allg sclaujul.u a disu igka.l SKPD ad alal r

unsur Perangkat Dacrah pada Pcmerintah Daerah yang melaksanakan

urusan pemerintahan daerah.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pcmerintahan Daerah yang

menjadi kewcnangan Daerah Kabupaten ,

5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan lugas pernbantuan

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia sebagairnana dimaksud dalarn Undang-Undang

Dasar Ncgara Rcpublik Indoncsia Tahun 1945.

3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

Ipmh:=teA perwakrlan rakyat Dar-rah y<'lne herkerlurlu ka n Sp.h:=te;Ai urisur

pcnyelenggara Pemerinlahan Daerah.

Dalam Peraturan Bupati Purwakarta ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarra.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pernerintahan

yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB 1

KETENTUAN U!vlUM

Pasal 1

PERATURj\N BUPl\TI PUR\Vl\KARTA TENTANG T/\Tl\ C/\Rl''.

PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT

PEMERINTAH DAERAH.

Merie tapko.n

MEMUTUSKAN:

8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun

2022 tcntang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran

Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);



15. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabal pemegang

kewenangan penggunaan anggaran unluk melaksanakan tugas dan fungsi

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

16. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat

yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna

Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kcrja

Perangkat Daerah.

17. Pcjabat Pcngclola Kcuangan Dacrah yang sclanjutnya disingkat PPKD adalah

kcpala SKPKD yang mcmpunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan

bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

12. Pcmegang Kartu Krcdit Pcmcrintah Daerah adalah pcjabat dan/ atau pcgawai

yang berstatus pegawai negcri sipil dacrah untuk mclakukan transaksi

pembayaran dengan Kartu Kredit Pemerintah Daerah berdasarkan penetapan

pcngguna anggaran.

13. Administrator Kartu Krcdit Pcmcrintah Daerah adalah pejabat dari/ atau

pcgawai di Iingkungan satuan kcrja perangkat daerah yang bcrstatus sebagai

pegawai negeri sipil daerah yang ditugaskan Bupati melaksanakan

administrasi penggunaan Kartu Kredit Pernerintah Daerah.

14. Pelaksana Kuasa Pengguna Kartu Kredit Pemermrah Uaerah adalah pejabat

dan Zatau pegawai negeri sipil daerah yang diberikan kuasa oleh Pemegang

Kartu Kredit Pemerintah Daerah sebagai pcngguna Kartu Kredit Pemerintah

Daerah.

10. Kartu Kredit adalah kartu krcdit sebagaimana diatur dalam ketentuan

peraturan perundang-undangan Bank Indonesia di bidang sistcm

pembayaran.

11. Kartu Kredit Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat KKPD adalah

Kartu Kredit yang dapat digunakan untukmelakukan pembayaran atas

bclanja yang dibcbankan pada APBD, sctclah kcwajiban pcmbayaran

pemegang kartu dipcnuhi oleh bank pcncrbit Kartu Krcdit scsuai dengan

kewajibannya pada waktu yang disepakati dan satuan kerja perangkat daerah

bcrkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pcmbayaran pada waktu yang

disepakati dengan pelunasan pembayaran secara sekaligus

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD

adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditctapkan dengan peraturan

daerah.



26. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja

dalamjumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk
membiayai kegiatan operasional pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Zunit
Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Zatau untuk membiayai pengeluaran
yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui

mekanisme pembayaran langsung.

20. Pejabat Pcnatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang

selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi

tata usaha keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

21. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah

pejabat pada unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan 1

(satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang

tugasnya.

22. Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya disingkat BP adalah pejabat yang

ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam

rangka pclaksanaan Anggaran Pcndapatan dan Bclanja Dacrah pada SKPD.

23. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah

pcjabal yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan,

menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk kepcrluan
belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Dacrah pada unit Satuan Kcrja Perangkat Daerah.

24. Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah Daerah adalah bank yang

rnernfasilitasi penerbitan alat pembayaran berupa Kartu Kredit, yang dapat

dilakukan sendiri atau melalui kerja sama dcngan bank lain.

25. Daftar Pembayaran Tagihan Kartu Kredit Pcmcrintah Daerah yang

selanjutnya disingkat DPT KKPD adalah daftar hasil verifikasi Pengguna
Anggaran yang memuat informasi nama pemegang kartu, nomor kartu, jenis

belanja barang, rician pengeluaran, pembebanan anggaran, dan jumlah

tagihan yang harus dibayar kepada bank penerbit Kartu Kredit Pernerintah
Daerah.

19. Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kuasa untuk

melaksanakan tugas bendahara umum daerah.

18. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat

Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai

Bendahara Umum Daerah.



34. Personal Identification Number yang selanjutnya disingkat PINadalah nomor
identifikasi pribadi bagi Pemegang Kartu Kredit Perncrintah Daerah yang
menggunakan Kartu Kredit, yang merupakan suatu kombinasi angka-angka

yang dibuat oleh komputer sebagai kode sandi khusus untuk keamanan dan
kcmudahan Pemegang Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam melakukan

transaksi.

32. Sural Perintah Pencairan Dana Uang Pcrsediaan yang selanjutnya disingkat

SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang

diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah

Membayar.

33. Surat Referensi adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran
yang ditujukan kepada Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk

menerbitkan Kartu Krcdit Pemerintah Daerah.

30. Surat Perintah Mcmbayar Uang Pcrscdiaan yang selanjutnya disingkat SPM
UP adalah dokumcn yang digunakan untuk mencrbitkan sural perintah

pcncairan dana alas beban pengcluaran dokumen pclaksanaan anggaran

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipergunakan sebagai Uang Persediaan

untuk mendanai sub kegiatan.

31. Surat Perintah Mcmbayar Ganti Uang Pcrsediaan yang sclanjutnya disingkat

SPMGU adaJah dokumcn yang digunakan untuk pcnerbitan surat pcrintah
pencairan dana atas beban pengeluaran dokumen pelaksanaan anggaran

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dananya dipergunakan untuk

rncngganti Uang Perscdiaan yang tclah dibelanjakan.

29. Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya di singkat

SPP-UP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan

pcrnbayaran Uang Persediaan.

2R. Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut

UP KKPD adalah Uang Persediaan yang diberikan dalam bentuk batasan
bclanja (limit) kredit kepada Bcndahara Pengeluaran atau Bendahara

Pcngeluaran Pembantu yang pcnggunaannya dilakukan dcngan Kartu Kredit

Pernerintah Daerah.

27. Uang Persediaan Tunai yang sclanjutnya disebut UP Tunai adalah Uang

Persediaan yang dibcrikan dalam bcntuk uang tunai kcpada Bendahara

Pengeluaran mclalui transfer rckcning kas umum dacrah ke rekening

Bendahara Pengeluaran.



Pasal 2
(l] KKPD digunakan untuk penyelesaian tagihan kepada Pemerintah Daerah

bcrupa penyclesaian tagihan bclanja barang dan jasa scrta bclanja modal

melalui mckanismc UP.
(2) Penggunaan KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

mem perhati kan:
a. kemudahan penggunaan atau fleksibilitas kartu dengan jangkauan

pernakaian yang lebih luas;
b. transaksi dapai dilakukan di scluruh pcnycdia barang./jasa yang

menerima pernbayaran secara elektronik melalui mesin electronic data

capture atau media dalam jaringan;
c. keamanan dalam bertransaksi dan menghindari terjadinya

penyimpangan atau fraud;
d. efektivitas dalam pengurangan UP yang menganggur atau idle cash;

BAB 11

PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH

35. Nota Pencairan Dana Kartu Kredit Pemerintah Daerah yang selanjutnya

disingkat dcngan NPD !(KPD adalah surat persctujuan Pengguna

Anggararr/Kuasa Pengguna Anggaran untuk pembayaran belanja

menggunakan Uang Persediaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah yang
diajukan oleh Pcjabat Pelaksana Tcknis Kcgiatan.

36. Pembelian Secara Elektronik yang selanjutnya disebut E- purchasing adalah

tala cara pembclian barang/jasa mclalui sistern katalog clcktronik atau toko

daring.

37. Toko Dalam Jaringan yang selanjutnya discbut Toko Daring adalah sistcm

informasi yang memfasilitasi pcngadaan barang/jasa mclalui
penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik dan ritel daring.

3H. Katalog Elektroruk adalah sistern mrorrnasi elektroruk yang memuat mtormasi

berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, tingkat komponen dalam negeri

(TKDN), produk dalam ncgeri, produk standar nasional indonesia (SNJ),

produk industri hijau. negara asal. harga. penyedia. dan informasi lainnya

terkait barang/ jasa.

39. Pengadaan Langsung Secara Elektronik yang selanjutya disingkat PLSE
adalah pengadaan langsung yang dilaksanakan melalui Sistem Pengadaan

Sccara Elcktronik (SPSE).



H. mcnunjuk 1 (satu) Bank Pcncrbii KKPO;

b. melakukan pembahasan rancangan/draft perjanjian kerja sarna Pemerintah
Oaerah dengan pejabat Bank Penerbit KKPO;

c. rncnandatangani pcrjanjian kcrja sama dcngan pejabat Bank Pcncrbit KKPD;

d. memberikan rekomendasi kepada untuk menetapkan Pemegang KKPD dan

Administrator KKPO berdasarkan usulan PA;
e. rncnyarnpaikan sural pcrrnohonan pcnerbitan KKPO kcpada Bank Pcnerbit

KKPO;

f. mcncrbilkan surat pcrjanjian pcnggunaan KKPDdcngan Pcmcgang KKPO;

g. mcnycrahkan KKPO kcpada Pcmcgang KKPD discrtai bcrita acara scrah
terima KKPOdan surat perjanjian penggunaan KKPD;

h. mcnandatangani bcrita acara scrah tcrima KKPO dan surat pcrjanjian
pcnggunaan KKPO sctclah terlebih dahulu dilakukan pcnandatanganan oleh

Pernegang KKPO;

1. mcmbcrikan persctujuan alas perminlaan kenaikan limit bclanja KKPDdari

Pemegang KKPD;
J. melakukan penarikan KKPDkarena penyalahgunaan atau keadaan tertentu;

k. mcnerbitkan surat pcringatan kcpada Pcmegang KKPD dalam hal tcrjadi

penyalahgunaan KKPD;
I. memberikan rekomendasi kepada Bupati atas permohonan perubahan

proporsi bcsaran UP KKPD;
rn, memberikan persetujuan sebagian atau seluruhnya permohonan dispensasi

perubahan bcsaran UP;

ri . mcnyusun rckapitulasi laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan
pembayaran dengan KKPD;

wewenang:
Dalarn penggunaan UP KKPD, PPKO sclaku BUD mcmpunyai tugas dan

BAB III

PENGELOLAKARTU KREOIT PEMERlNTAH OAERAH

Bagian Kcsatu

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pasal3

c. efisiensi biaya administrasi transaksi Pemerintah Oaerah dari
penggunaan UP; dan

f. akuntabilitas pcmbayaran tagihan daerah dan pcmbcbanan biaya
penggunaan UP KKPO.



Dalam pcnggunaan UP KKPD, Kuasa BUD mempunyai tugas dan wcwcnang:

a. menyiapkan surat perjanjian penggunaan KKPD dengan Pemegang KKPD;

b. mclakukan penclitian besaran Zproporsi UP KKPD;

c. menyiapkan surat persetujuan be saran UP KKPD SKPD;
d. melakukan pencatatan pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP,

pagu jenis bclanja yang bisa dibayarkan mclalui UP KKPD, dan
besararr/perubahan besaran Zperubahan proporsi UP KKPD ke dalam kartu

pengawasan UP KKPD;
e. melakukan verifikasi atas SPM GU KKPDyang diajukan oleh PA;

f. mengembalikan SPM GU KKPD kepada PA dalam hal SPM GU KKPD tidak
mcmcnuhi persyaratan;

g. mcncrbitkan Sural Pcrintah Pcncairan Dana Uang Persediaan Ganti Uang
(SP2D GU) KKPD;

h. melakukan koordinasi dengan SKPD, terkait percepalan penyelesaian

tagihan KKPDyang belum dibayarkan;
1. melakukan evaluasi pernbayaran dan penggunaan KKPDoleh PAj KPA;

Bagian Kcdua

Kuasa Bendahara Umum Daerah
Pasal4

s. menetapkan standar operasional prosedur terkait norma waktu penggunaan,

penyelesaian tagihan, dan pertanggungjawaban KKPD dengan berpedoman

pada kctentuan pcraturan perundang-undangan;

L. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sarna, sural

persetujuarr/ perubahan persetujuan besaran UP KKPD, status KKPD,jumlah
dan total limit KKPDyang disctujui olch Bank Pcncrbit KKPD, ringkasan
belanja dan pembayaran, serta hambatan dan kendala; dan

u. menyusun dan menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi

pclaksanaan pcmbayaran dcngan KKPD secara triwulanan, scrncsteran dan
tahunan secara triwulanan kepada Bupati.

o. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk memberikan surat teguran

danjatau pemotongan besaran UP KKPD;

p. mcncrbitkan surat pcnarikan KKPD;

q. menyarnpaikan surat penarikan KKPD kepada Bank Penerbit KKPD dengan
tcmbusan kepada Pcmegang KKPD;

r. melakukan pengawasan secara internal atas kewajiban pembayaran tagihan
KKPDagar tidak melewati batas waktujjatuh tempo pembayaran;



Bagian Ketiga

Pengguna Anggaran

Pasal 5
Dalam penggunaan UPKKPD,PAmempunyai tugas dan wewenang:
a. menyampaikan kebutuhan UPKKPDdalam surat pernyataan UP;

b. menyampaikan usulan daftar Pemegang KKPD dan Administrator KKPD

kepada Bupati melalui PPKDselaku BUD;
c. menerbitkan surat pernyataan UP untuk diajukan pada saat penyampaian

SPMUPTunai ke Kuasa BUD;
d. mengajukan surat permohonan perubahan besaran UPKKPDkepada Bupati

melalui PPKDselaku BUD;

e. melakukan pengujian terhadap:
1. kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban

APBD;
2. kebenaran materil dan perhitungan bukti-bukti pengeluaran;

3. kebenaran perhitungan tagihan (e-billing)/Daftar Tagihan Sementara;

4. kesesuaian perhitungan antara bukti pengeluaran dengan Tagihan

(e-billing)/Daftar Tagihan Sementara;
5. kesesuaian jenis belanja yang dapat dibayarkan dengan KKPD;dan
6. kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa dalam

perjanjian Zkontrak, dokumen serah terima barang/jasa, dan barang/jasa
yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa.

f. mengesahkan sebagian Zseluruhnya bukti-bukti pengeluaran atas tagihan

yang dibayarkan dengan KKPD;

j. menyusun rekapitulasi laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan
pembayaran menggunakan KKPD;

k. meminta SKPDuntuk melakukan percepatan penyampaian laporan dalam

hal BUDbelum menerima laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan

pembayaran dengan KKPDtingkat SKPD;

1. menyiapkan dan menyampaikan rekapitulasi laporan hasil monitoring dan
evaluasi pelaksanaan pembayaran dengan KKPDkepada PPKDselaku BUD;

rn. menyiapkan surat teguran dari/atau pemotongan besaran UPKKPD;

n. menyiapkan perubahan surat persetujuan besaran UPKKPDSKPDdalam hal

dilakukan pemotongan besaran UPKKPD;dan

o. menyampaikan perubahan surat persetujuan besaran UPKKPDSKPDkepada
PAdan Bank Penerbit KKPDdengan ditembuskan ke PPKDselaku BUD.



Bagian Keempat
Kuasa Pengguna Anggaran

Pasal 6

Oalam penggunaan UPKKPD,KPAmernpunyai tugas dan wewenang:

a. mengajukan surat permohonan perubahan besaran UPKKPOkepada PA;
b. melakukan pengujian terhadap:

1. kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban

APBD;

2. kebenaran materiil dan perhitungan bukti-bukti pengeluaran;
3. kebenaran perhitungan tagihan (e-billing)/daftar tagihan sementara;

4. kesesuaian perhitungan antara bukti pengeluaran dengan tagihan

(e-billing)/daftar tagihan semen tara;
5. kesesuaian jenis belanja yang dapat dibayarkan dengan KKPO;dan

6. kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa dalam

perjanjian/kontrak, dokumen serah terima barang/jasa, dan barang/jasa

yang diserahkan oleh penyedia barangj jasa.
c. mengesahkan sebagian/seJuruhnya bukti-bukti pengeluaran atas tagihan

yang dibayarkan dengan KKPD;
d. menolak bukti-bukti pengeluaran atas tagihan yang dibayarkan dengan KKPD

dalam hal terdapat bukti-bukti pengeluaran yang tidak memenuhi ketentuan;
e. menerbitkan OPT KKPD atas bukti-bukti pengeluaran yang memenuhi

ketentuan;
f. menyampaikan surat pernberitahuan penolakan kepada Pelaksana Kuasa

Pengguna KKPD atas bukti-bukti pengeluaran yang tidak memenuhi
ketentuan;

g. menerbitkan NPDKKPDdan menyampaikan kepada BPP.

g. menolak bukti-bukti pengeluaran atas tagihan yang dibayarkan dengan KKPD

dalam hal terdapat bukti-bukti pengeluaran yang tidak memenuhi ketentuan;

h. menerbitkan OPT KKPD atas bukti-bukti pengeluaran yang memenuhi

ketentuan;

1. menyampaikan surat pernberitahuan penolakan kepada pelaksana Kuasa

Pengguna KKPD atas bukti-bukti pengeluaran yang tidak memenuhi

ketentuan;

J. menerbitkan NPDKKPD;

k , menerbitkan SPM-GUKKPDdan menyampaikan kepada Kuasa BUD untuk
penerbitan SP2D-GUKKPD;dan

1. melakukan verifikasi atas indikasi penyalahgunaan KKPO.



Bagian Kccnarn

Pcjabat Penatausahaan Kcuangan Satuan Kcrja

Perangkat Daerah / Pejabat Penatausahaan Keuangan

Unit Satuan Kcrja Pcrangkat Dacrah

Pasal 8

(I) Dalam penggunaan UP KKPD, PPK SKPD mempunyai tugas dan wewenang:

a. melakukan verifikasi daftar nominatif belanja menggunakan KKPD

beserta dokumcn pendukung untuk rnclakukan penilaian atas:

1. kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban

APBO;

2. kebcnaran matcril dan pcrhitungan bukti-bukti pcngcluaran;

3. kebenaran perhitungan tagihan (e-billing)/daftar tagihan sementara;

4. kcsesuaian perhitungan aruara bukti pengeluaran dengan tagihan

(c-billing)/daftar tagihan sementara;

5. kesesuaian jenis belanja yang dapat dibayarkan dengan ]:.]<.PD; dan

6. kesesuaian spesifikasi leknis dan volume barang/jasa dalam

pcrjanjian Zkontrak, dokumen serah lerima barang/jasa, dan

barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa.

b. menyiapkan OPT;

c. menyiapkan NPD KKPD;

d. melakukan verifikasi Surat Permintaan Pernbayaran Ganti Uang (SPP GU)

KKPD beserta bukti kelerigkapannya yang diajukan oleh BP dengar.

langkah sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Dalam penggunaan UP KKPD, PPTK mempunyai tugas dan wewenang:

a. menerima kuasa penggunaan KKPD dari PAjKPA selaku Pernegang KKPD

untuk mclakukan belanja menggunakan KKPD;

b. mengumpulkan dokumen belanja dalam rangka pelaksanaan anggaran

atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan Zsub kegiatan yang

menggunakan KKPD;

c. membuat daftar nominatif belanja menggunakan KKPD; dan

d. menyampaikan daftar nominatif belanja menggunakan KKPD dilarnpiri
dokumcn belanja kepada PA/KPA mclalui PPK-SKPD/PPK-unil SKPD.

(2) Dalam melaksanakan tugas penggunaan KKPD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a, PPTK bcrtanggung jawab kcpada pcmcgang KKPD.

Bagian Kelirna

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



dan Zatau pengajuan perubahan besaran UP KKPD SKPD ke PPKD selaku

BUD;

c. melakukan pengujian:

1. NPO KKPD dan OPT KKPD;

2. ketersediaan dana UP KKPO, dan penyusunan daftar

pungutan zpotongan pajakjbukan pajak atas tagihan dalam NPO

KKPD.

KKPD yang dikelola oleh masing-rnasing BPP dalarn pengajuan UP

a. mcnyampaikan kebutuhan UP KKPD SKPD kepada PA;

b. melampirkan daftar rincian yang menyatakan jum1ah UP Tunai dan UP

" . 0 1 UP T~-r'""D ,..,n . l •l1l a arn .(Jt:flgguuaan ~n.t", Dt" rueurpu.nyar ugas ua.n V\t:Wt:IlClIIg:

Pasal9

Bagian Ketujuh

Bendahara Pengeluararr/Bendahara Pengeluaran Pembantu

a. melakukan verifikasi daftar nominatif belanja menggunakan KKPD

beserta dokumen pendukung;

b. menyiapkan OPT KKPD;

c. menyiapkan NPO KKPO; dan

d. menyampaikan NPD KKPDdan OPT KKPOyang telah ditandatangani oleh

KPAkepada BPP untuk penyiapan dan pengajuan SPP GU KKPO.

wewenang:

sisa anggaran;

2. meneliti dokumen surat penyediaan dana untuk memastikan dana

untuk beJanja yang dibayarkan menggunakan KKPD telah disediakan;

3. meneliti kelengkapan dan keabsahan bukti-bukti transaksi belanja

yang dibayarkan menggunakan KKPD; dan

4. meneliti kesesuaian jumJah perhitungan pengajuan GU KKPD dan

bukti- bukti transaksinya.

e. menyiapkan SPM GU KKPD;

f. menyiapkan draft sural pernyataan tanggung jawab rnutlak PA;

g. menerbitkan surat pernyataan verifikasi PPK SKPO; dan

h. menyampaikan NPOKKPOdan OPT KKPOyang Lelah ditandatangani oleh

PA kepada BP untuk penyiapan dan pengajuan SPP GU KKPD.

12) Dalam penggunaan UP KKPD, PPK unit SKPD mempunyai tugas dan

1. meneliti dokumen dokumen pelaksanaan anggaran untuk mernastikan

bahwa belanja yang dibayarkan menggunakan KKPD tidak melebihi



wewenang:
a. melakukan aktivasi KKPO dan request/ aktivasi PIN KKPD rnelalui call

cemer /Iayanan pesan singkat (short message servicel Zsarana lainnya;
b. meminta kenaikan batasan belanja (limit) KKPO secara sementara atau

permanen kepada Bank Penerbit KKPD melalui surat elektronik darr/atau
sarana terce pat lainnya setelah mendapat persctujuan dari PAj KPA;

Oalam pcnggunaan UP KKPO, Administrator KKPO mcmpunyai lugas dan

Bagian Kedelapan

Administrator Kartu Kredit Pemerintah Oaerah

Pasal 10

d. menolak NPO KKPO dan DPT KKPO yang diajukan dan mengembalikan

kepada PA dalam hal NPO KKPD dan OPT KKPD tidak memenuhi

persyaratan untuk dibayarkan;

e. mengajukan permintaan penggantian UP KKPO melalui SPP GU KKPO

kepada PA dengan melampirkan NPD KKPO dan OPT KKPO dari PA dan

NPO KKPO dan OPT KKPO dari KPA, beserta dokumen pendukung lainnya

melalui PPK-SKPO untuk dilakukan verifikasi;

f. mcnyiapkan draft surat pernyataan tanggung jawab mutlak PA;

g. melakukan pernbayaran tagihan KKPD rnelalui pernindahbukuan dari

rekening BP ke rekening Bank Penerbit KKPD setelah pencairan dana
SP20 ditcrima/rnasuk kc rckcning BP; dan

h. melakukan pemindahbukuan UP KKPD melalui pemindahbukuan dari
rckcning BP ke rckening masing- masing BPP.

(2) Dalam pcnggunaan UP KKPO, BPP mcmpunyai tugas dan wcwcnang:

a. menyampaikan kebutuhan UP KKPO unit SKPO kepada BP;

b. mclakukan pengujian:
1. NPO KI{POdan OPT KKPO; dan

2. ketersediaan dana UP KKPO.

c. mcnolak NPD KKPD dan DPT KKPO yang diajukan dan mengcmbalikan

kepada KPA dalam hal NPO KKPD dan OPT KKPD tidak memenuhi

persyaratan untuk dibayarkan;
d. mcnyampaikan NPO KKPO dan OPT KKPO yang tclah memenuhi

persyaratan untuk dibayarkan kepada BP; dan

e. melakukan pembayaran tagihan KKPO melalui pemindahbukuan dari

rckening BPP kc rckcning Bank Pcncrbit KKPD sctclah dana UP KKPD

diterimajmasuk ke rekening BPP yang ditrarisfer oleh SP.



(1) UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari UP Tunai dan

UP KKPD.
(2) UP KKPD sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari UP

yang dikelola BP dan BPP atas pelimpahan dari BP.
(3) Proporsi UP sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) meliputi :

a. UP Tunal sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran UP masing

masing SKPD; dan
b. UP KKPD sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran UP masing-

masing SKPD.

Pasal 11

Uang Persediaan Kartu Kredit Pemer intah Daerah

Bagian Kesatu

Penentuan Proporsi Uang Persediaan

BABIV

c. menginformasikan nilai kenaikan batasan belanja (limit) KKPD, periode

kenaikan batasan belanja (limit) KKPD, serta nomor dan nama KKPD kepada
Bank Penerbit KKPD dalam hal permintaan kenaikan batasan beJanja (limit)

KKPD secara semen tara;

d. menginformasikan nilai kenaikan batasan belanja (limit) KKPD, periode

permanen, serta nomor dan nama KKPD kepada Bank Penerbit KKPD dalam

hal permintaan kenaikan batasan belanja (limit) KKPD secara permanen;

e. melakukan monitoring pengembalian batasan belanja (limit) KKPD secara
sementara ke batasan belanja (limit) awal setelah periode kenaikan batasan

belanja (limit) sernentara/rnasa berlaku penggunaan UP KKPD;
f. mengajukan permintaan pengembalian batasan belanja (limit) KKPD ke

batasan belanja (limit) awal kepada Bank Penerbit KKPD dalam hal batasan
bclanja (limit) KKPD yang dinaikkan secara sementara tidak kembali

kebatasan belanja (limit) awal setelah periode berakhir;
g. meminta penyetoran kembali atas keterlanjuran pembayaran kepada Bank

Pencrbit KKPD melalui surat elektronik danZatau sarana tercepat lainnya

setelah mendapat pcrsetujuan dari PA/KPA; dan
h. menginformasikan nilai keterlanjuran pembayaran, nomor dan nama KKPD,

bukti-bukti pernbayaran Zpemindahbukuan yang sah, dan nomor rekening
BP/ BPP untuk penyetoran kern bali kepada Bank Penerbit KKPD dalam hal

penyetoran kembali atas keterlanjuran pembayaran.



(1) BP mcnyampaikan kebutuhan UP KKPD kepada PA.

(2) PA mencanturnkan kebutuhan UP KKPD sebagaimana dimaksud pad a ayat

(1) dalam surat pernyataan UP dan diajukan pada saat penyampaian SPM UP

Tunai kepada Kuasa BUD.

Pasal 14

Besaran UP KKPDdihitung dari proporsi UP KKPDsebagaimana dimaksud dalarn

Pasal 11 ayat (3) atau perubahan proporsi UP KKPD yang telah disetujui oleh

Bupati scbagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5).

Bagian Kedua

Permintaan Uang Persediaan Kartu Kredit Pernerintah Daerah

Pasal 15

Pasal 12

(1) Proporsi UP KKPD sebagairnana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b

dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan penggunaan UP KKPD

pada SKPD.

(2) Peru bah an proporsi UP KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapal

berupa kenaikan atau penurunan proporsi UP KKPD.

(3) Kenaikan sebagaimana dirnaksud pad a ayat (2) tidak diperbolehkan lebih dari

70% (tujuh puluh persen).

(4) Penurunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperbolehkan kurang

dari 30% (tiga puluh persen).

(5) PA mengajukan perubahan proporsi UP KKPD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) kepada Bupati melalui PPKD selaku BUD.

(6) Perubahan proporsi UP KKPDsebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan

hanya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran pada semester ke-2.

(7) PPKD selaku BUD mernberikan pertimbangan atas usulan perubahan

proporsi UP KKPD kepada Bupati.

(8) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayal (6), Bupati

memberikan persetujuan perubahan proporsi UP KKPD.

Pasal 13

Pertimbangan kenaikan atau penurunan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 12

ayat (7) didasarkan atas:

a. kebutuhan pengeluaran rill SKPD;

b. perubahan kebijakan pelaksanaan belanja SKPD;

c. perubahan dalam sis tern pembayaran dengan kanal pembayaran secara

elektronik; atau

d. kebutuhan lainnya dalarn rangka efektifitas penggunaan UP KKPD.



(1) KKPD terdiri atas:

a. Kartu Kredit untuk keperluan belanja barang dan jasa serta belanja

modal;

b. Kartu Kredit untuk keperluan bclanja perjalanan dinas.

(1) Berdasarkan surar p=rnyataan dan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 16 ayat (2), Kuasa BUD melakukan penelitian bcsaran UP KKPD.

(2) Dalam hal oesararr/proporsi UP KKPD telah memenuhi ketentuan

sebagairnana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (5), PPKD

selaku BUD menerbitkan surat persctujuan besaran UP KKPD SKPD.

(3) Surat persetujuan besaran UP KKPD SKPD diterbitkan paling lamb at 1 (satu)

hari kerja setelah SPM GU KKPD dan Zatau perrnohonan pcrubahan besaran

UP KKPD SKPD diterirna oleh KU2.saBUD.

(4) Untuk BP yang dibantu oleh beberapa BPP, pengajuan UP dari/atau

pengajuan perubahan besaran UP KKPD SKPD ke PPKD selaku BUD melalui

Kuasa BUD harus melampirkan daftar rincian yang menyatakan jumlah UP

Tunai dan UP KKPD oleh masing-masing BPP.

(5) Format surat pcrsetujuan besaran UP KKPD SKPD sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Jenis Kartu Kredit Pemerintah Daerah dan

Batasan Belanja Kartu Kredit Pemerintah Daerah

Pasal 18

Pasal 17

[I] Dalarn hal terdapal per ubalran besar an UP KKPD seuagaimana dimak sud

dalam Pasal 11 ayat (3) atau perubahan proporsi UP KKPD sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) setelah adanya penyampaian SPM UP, PA

mengajukan surat permohonan perubahan besaran UP KKPD kepada PPKD

selaku BUD melalui Kuasa BUD.

(2) Surat permohonan perubahan persetujuan besaran UP KKPD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:

a. surat pernyataan UP dari PA; dan

b. keputusan Bupati mengenai perubahan besaran UP atau proporsi UP

KKPD.

13) Format surat pernyataan UP dari PA sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 16



Pasal 19
(1) Penggunaan KKPOsebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2)dilakukan

dcngan nilai belanja paling banyak sebesar Rp200.000.000,OO (dua ratus juta

rupiah) untuk 1 (satu) penerima pembayaran.

(2) Pcnggunaan KKPO scbagaimana dimaksud pada ayal (1) dapat dilakukan
melalui transaksi kalalog clektronik, toko daring, dan LPSE yang disediakan

oleh lernbaga yang menyelenggarakan tugas pernerintahan di bidang

kcbijakan pengadaan barang/jasa pcmerintah.
(3) Belanja barang/jasa scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

dilakukan langkah sebagai berikut:
a. mcmastikan barang/jasa yang dibutuhkan tersedian pada layanan

PLSE seperti e-katalog, e-katalog lokal, toko daring dan ritel daring;
b. spesifikasi barang/jasa sesuai dengan yang tereantum dalam OPASKPO,

tcrmasuk jenis produk dalam ncgeri dan Tingkat Komponcn Dalam Negcri

sesuai peraturan perundang-undangan;

c. mcmastikan ketersediaan limit KKPD untuk melakukan pembayaran

belanja;
pilih pesanan barang/jasa yang dibutuhkan; dan

(2) Kartu Kredit untuk keperluan belanja barang dan jasa serta belanja modal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. Bclanja barang kebutuhan schari-hari dan pcrkantoran;
b. belanja pengadaan bahan makanan; dan

c. bclanja barang untuk pcrscdiaan;
d. belanja sewa;

c. belanja pemeliharaan;

f. bclanja bahan bakar kendaraan dinas;
g. belanja modal; dan

h. belanja lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­

undangan.

(3) BeJanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

mcngutamakan produk dalam ncgcri dan usaha rnikro, kceil dan kopcrasi.

(4) Kartu Krcdit untuk keperluan bclanja pcrjalanan dinas scbagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi komponen pembayaran transport,

pcnginapan, dan /atau scwa kcndaraan.

(5) Jcnis KKPOsebagaimana dirnaksud pada ayat (1)dan limit pcnggunaan KKPO

untuk keperluan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4)

ditctapkan dalam kcputusan Bupati.



Pasal20
(1) Pemcgang KKPD, Pelaksana Kuasa Pengguna danjatau Administrator KKPD

mcrupakan pcjabaljpcgawai SKPD yang berstatus pegawai ncgcri sipil

daerah.

(2) Perncgang KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan PAjKPA.

(3) Pclaksana Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
pegawai negeri sipil daerah yang mendapat tugas menjadi PPTK dan diberi

kuasa untuk menggunakan KKPDdari PAj KPA.

(4) Administrator KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

BPjBPP.
(5) Dalam hal tcrdapat Pcmegang KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Pelaksana Kuasa Pengguna sebagairnana dirnaksud pada ayat (3) danjatau
Administrator KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan,
pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas PAjKPA, PPTK danjatau

melaksanakan tugas BP j BPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan, sebagai Pemegang KKPD, Pelaksana Kuasa Pcngguna, dan

Administrator KKPD.

(4) Dalam hal KKPD digunakan untuk transaksi di luar sarana sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), nilai belanja paling banyak untuk 1 (satu) penerima
pembayaran sebesar Rp50.000.000,OO (lima puluh juta rupiah).

(5) Limit belanja KKPD dalam rangka keperluan belanja barang dan jasa scrta

belanja modal untuk pertama kali diberikan paling banyak sebesar
Rp50.000.000,OO (lima puluh juta rupiah).

(6) Limit bclanja KKPDdalam rangka kcpcrluan bclanja pcrjalanan dinasjabatan
untuk pertama kali diberikan paling banyak sebesar RpAO.OOO.OOO,OO

(empat puluh juta rupiah).

(7) Total batasar. limit bclanja KKPD pada SKPD paling banyak sebesar UP KKPD

yang telah disetujui PPKD selaku BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal

17 ayat (2).
(8) Total bcsaran UP KKPD dan pcnggunaan UP KKPD dalam 1 (satu) tahun

tidak melebihi pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP KKPD.

Bagian Keempat

Pcmcgang Kartu Krcdit Pcrncrintah Dacrah

Pelaksana Kuasa Pengguna Kartu Kredit Pernerintah Daerah dan

Administrator Kartu Kredit Pemerintah Daerah

d. melakukan pembayaran menggunakan Kartu Kredit pada 1 (satu)
penerima pembayaran.



mernuat:

a. dcfinisi;

b. tujuan perjanjian kerja sarna;
c. ruang lingkup pcrjanjian kcrja sarna;

d. pagu jenis bclanja yang bisa dibayarkan mclalui UP dan bcsaran fasilitas
kredit (credit line) SKPD;

e. hak dan kcwajiban PPKD sclaku BUD dan Bank Penerbit KKPD;

f. rata cara penagihan dan pcrnbayaran tagihan KKPD;
g. jcnis dan besaran biaya (fee). pajak-pajak;

h. pcnyclcsaian pcrsclisihan dan hukum yang bcrlaku;

1. jangka waktu perjanjian;
j. berakhirnya dan akibat pengakhiran perjanjian;

k. alamat dan wakil para pihak;
1. Sur at Referensi;

m. keadaan kahar (force majeure); dan
n. kcrahasiaan informasij data.

(41 Perjanjian kerja sarna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani

olch PPKD selaku BUD dan pejabat Bank Pencrbit KKPD.

III PPKD sclaku BUD mcnunjuk bank yang mcnjadi pcncmpatan RKUD scbagai

Bank Pcncrbit KKPD scsuai kctcntuan pcraturan pcrundang-undangan.

(2) Bank Penerbit KKPD sebagaimana dimaksud pad a ayat (I) rnerupakan bank

yang sarna dcngan bank penernpatan RJ\:UD.

13) Berdasarkan penunjukan bank sebagaimana dimaksud pad a ayat (1), PPKD

selaku BUD mernbuat perjanjian kerja sarna dengan pejabat Bank Penerbit
KKPD.

Perjanjian kerja sarna sebagairnana dirnaksud pada ayat (3), paling sedikit

Pasal21

Bagian Kcsatu

Perjaniian Keria Sarna

BABV

PENGAJUAN, PENERBITAN DAN PENGGUNAAN KARTU KREDIT

PEMERINTAH DAERAH

(6) Format surat kuasa dan PAjKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai

ketentuan peraruran perundang- undangan.



a. definisi;

b. tujuan perjanjian kerja sarna;

c. ruang lingkup pcrjanjian kerja sarna;

d. pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui UP dan besaran fasilitas
kredit (credit line) SKPD;

e. hak dan kewajiban bank pcncmpatan RKUDdan bank badan umum milik

negara Penerbit KKPO;
f. tala cara penagihan dan pcmbayaran lagihan KKPO;

g. jenis dan besaran biaya (fee),pajak-pajak;
h. penyelesaian perselisihan dan hukurn yang berlaku;

1. jangka waktu perjanjian;

j. berakhirnya dan akibat pengakhiran perjanjian;

k. alamat dan wakil para pihak;
1. Surat Referensi;

m.keadaan kahar (forcemajeure);

n. kerahasiaan inforrnasi/ data; dan

o. ketentuan penutup.

(4) Perjanjian kerja sarna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani
oleh pejabat bank penempatan RKUDdan pejabat bank badan umum milik

negara Penerbit KKPD;

(5) Kerja sarna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 5

(lima) tahun atau sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Lembaga yang

berwenang mengeluarkan izin penerbitan Kartu Kredit.

(1) Oalam hal bank penempatan RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
ayat (2) belum memiliki kewenangan menerbitkan Kartu Kredit, bank

penempatan RKUOmelakukan kerja sarna dalam penerbitan KKPDdengan

bank badan urnurn milik negara yang telah rnemperoleh izin sebagai penerbit
Kartu Kredit dari otoritas yang berwenang,

(2) Oalam rangka kerja sarna dengan bank badan umum rnilik negara dalarn
penyediaan KKPDsebagaimana dimaksud pada ayat (1), bank penempatan

RKUD membuat pcrjanjian kerja sarna dengan bank badan umum milik
negara.

(3) Perjanjian kerja sarna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit
mernuat:

Pasal 22



Pasal 24

(I) Berdasarkan keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 23 ayat
(4), PPKD selaku BUD mengajukan surat permohonan penerbitan KKPD
kepada Bank Penerbit KKPD.

Bagian Ketiga

Pcngajuan Kartu Krcdit Pernerintah Daerah

(3) Usulan Pemegang KKPD dan Administrator KKPD disesuaikan dengan surat
keputusan Bupali len lang penctapan PA, KPA, BP dan BPP pada SKPD.

(4) PPKD selaku BUD menyiapkan usulan Oaftar Pemegang KKPD dan

Administrator KKPD untuk disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan
dengan keputusan Bupati.

Pasal 23

(1) Berdasarkan perjanjian kerja sarna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

ayat (5), PA mcnyampaikan daftar usulan Pemcgang KKPDdan daftar usulan

Administrator KKPDkepada PPKD selaku BUD.

(2) Daftar usulan Pemcgang KKPO dan Oaftar usulan Administrator KKPO,
sebagairnana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

a. nama dan NIP pemegang KI<PD;
b. ternpat dan tanggal lahir pemegang KKPD;

c. jabatan pcmcgang KKPD;
d. kewenangan pemegang KKPD;

e. batasan bclanja (limit) KKPD untuk masing masing pcmegang KKPD;

f. alamat sural clcktronik pemcgang KKPD;
g. nama dan nomor induk pegawai negeri sipil Administrator KKPD;
h. tcmpat dan tanggal lahir Administrator KKPD;

1. jabatan Administrator KKPD; dan

J. alamat surat elektronik Administrator KKPD.

Bagi a n Ked ua

Penctapan Pemcgang Kartu Krcdit Perncr intah Dacrah

dan Administrator Kartu Kredit Pemerintah Daerah

(6) Dalarn melakukan kerja sarna dalarn penerbitan KKPD dengan bank badan

umum miliki negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat bank

penempatan RKUD melaporkan hasil pclaksanaan kerja sarna antara bank

penempatan RKUD dengan bank badan umum milik negara kepada Bupati

secara periodik.



a. KKPD:

b. rekapitulasi penerbitan KKPD; dan

c. tanda lerima KKPD, untuk diserahkan kepada PPKD selaku BUD.

(5) Penerbitan KKPD, rekapitulasi dan tanda terima KKPD sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah

hasil verifikasi terpenuhi.

(6) Bank Penerbit KKPD menyerahkan KKPD kepada PPKD selaku BUD paling

lambat 1 (satu) hari kerja setelah KKPD diterbitkan.

III Bank Pcncrbit KKPD melakukan vcrifikasi surat permohonan yang diajukan

oleh PPKD selaku BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayal (1) termasuk untuk persetujuan

pernberian batasan belanja (limit) KKPD yang disesuaikan dengan kebijakan

Bank Penerbit KKPD dengan rnempertimbangkan sural kcputusan Bupati

len lang be saran UP SKPD.

(3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selesai

dilaksanakan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah surat permohonan

penerbitan KKPD diterima oleh Bank Penerbit KKPD.

(4) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pad a ayat (3) terpenuhi,

Bank Penerbit KKPD menerbitkan:

Pasal 25

Bagian Kecmpat

Penerbitan Kartu Kredit Pemerintah Daerah

(3) Format surat permohonan penerbitan KKPD sebagaimana dimaksud pad a

ayal (2) dan Sural Rcferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), scsuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. fotokopi NPWP PAjKPA;

e. SK Keputusan Bupati tentang PA; dan

f. SK Bupal.i Ieritaug besaran UP SKPD.

c. fotokopi kartu tanda pcnduduk yang masih bcrlaku dari PA/KPA;

a. Surat Referensi dari PAl KPA;

b. formulir aplikasi KKPD dari bank berkenaan;

(2) Surat permohonan penerbitan KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dengan melampirkan:



Pasal29
(1) Pemegang KKPD membubuhkan tanda tangan pada kolom tanda tangan

(signature panel) yang terdapat pada bagian belakang KKPD.

(2) Pemegang KKPDwajib merahasiakan nomor kartu. PIN. card verification value
(CW) dan masa berlaku KKPD.

(3) Secara periodik Pemegang KKPD aktif memeriksa kondisi dan rincian
transaksi KKPD untuk memastikan tidak terdapat transaksi yang salah Ztidak
diakui (dispute).

Pasal 28
(1) Setelah aktivasi kartu dan PIN selesai dilakukan, status KKPD secara

otornatis aktif dan siap digunakan.

(2) Penggunaan KKPD sebagaimana dimaksud pada ayai (1) dilakukan untuk

pembayaran beJanja barang dan jasa serta belanja modal sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal:27
(1) Pemcgang KKPDmenggunakan KKPD sesuai dengan kewcnangannya selclah

terlebih dahulu dilakukan aktivasi kartu dan PIN KKPD untuk pertama kali.

(2) Aktivasi KKPD scbagairnana dimaksud pada ayat (1) bcrupa Rcqucst/uktivasi

PINKKPDdilakukan oleh Administrator KKPDatau masing-masing Pemegang

KKPD melalui call center / layanan pesan singkat (short message

service)/ sarana lainnya.

Bagian Kclima

Aktivasi dan Penggunaan Kartu Kredit

Pemerintah Daerah

(3) PPKD selaku BUD memperbaiki dan melengkapi persyaratan permohonan

pcncrbitan KKPD dan menyampaikan kembali kepada Bank Pencrbit KKPD

untuk proses vcrifikasi lcbih lanjut.

(1) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal :2~ayat [I] dan ayat

(2) tidak terpenuhi, Bank Penerbit KKPD menolak sebagian atau seluruh
pcrmohonan pencrbitan KKPD dcngan menyampaikan surat pemberitahuan

penolakan kepada PPKD selaku BUD.

(2) Pcnyampaian surat pcmberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya
proses verifikasi.

Pasal 26



Pasal 30
III Pelaksana Kuasa Pengguna mcngumpulkan dokumcn bclanja yang

mcnggunakan KKPDbcrupa:

a. tagihan (e-billing)j daftar tagihan sementara;

b. sural tugasjundangan rapatJsurat pcrjalanan dinasjpcrjanjianjkonlrak;
c. bukti-bukti pengeluaran

(2) Daftar tagihan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan
dari sistern perbankan Bank Penerbit KKPD,memual inforrnasi:

a. nama pemegang KKPD;

b. nomor KKPD(account number);

c. tanggal cctak Daftar Tagihan Scmcntara;

d. tanggal transaksi (transaction date);
e. tanggal pembukuan (posting date):

f. keterangan [description];

g. nilai transaksi (amounts); dan
h. sub total tagihan.

(3) Bukti-bukti pengcluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
meliputi bukti pembelianjpembayaran sesuai peraturan perundang­
undangan

(4) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pad a ayat (1), PPTK selaku

pelaksana kuasa pengguna KKPDmembuat daftar pengeluaran riil belanja
mcnggunakan KKPD.

15) Format daftar pengeluaran riil belanja menggunakan KKPD sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kcsatu
Penatausahaan Bukti-Bukti

BABVI

PELAKSANAANPEMBAYARANDENGANKARTUKREDITPEMERINTAHDAERAH

(4) Dalam rangka pengamanan penggunaan KKPD, pemegang KKPD dilarang

mcmberikan inforrnasi mengenai data diri dan tran saksi KKPD kepada

siapapun.

(5) Dalam hal KKPDdigunakan untuk transaksi, Pemegang KKPDdan Pelaksana

Kuasa Pcngguna KKPD rncngutarnakan pembclian barangjjasa yang
merupakan produk dalam negeri.

(6) Dalam hal KKPD tidak dipergunakan dalam jangka waktu lama, Pemegang
KKPDdapal mcngajukan permohonan pcnonaktifkan kcpada Adminislrator

KKPDdan rnenyimpan KKPDditempat yang arnan.



Bagian Kedua

Penagihan dan Penyelesaian Tagihan

Pasal 31

(I) PPTK selaku pelaksana kuasa pengguna KKPD menyampaikan daftar

pcngcluaran riil belanja menggunakan KKPD dilampiri dokumen belanja

sebagaimana dimaksud dalam Pasal30 ayat (1) kepada PA/KPA melalui PPK­

SKPD/ PPK-unit SKPD paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tagihan (e­

billing)/Daftar Tagihan Sementara diterima dari Bank Pencrbit KKPD.

(2) Berdasarkan daftar pengeluaran riil belanja rnenggunakan KKPD beserta

dokumen sebagaimana dimaksud pad a ayat (1). PPK-SKPD/PPK-unit SKPD
mclakukan vcrifikasi tcrhadap:

a. kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban

APBD;
b. kcbcnaran matcriil dan pcrhitungan bukti-bukti pcngcluaran;

c. kebenaran perhitungan Tagihan (e-billing)/Draft Tagihan Sementara
terrnasuk mernperhitungkan kewajiban penerima pcrnbayaran kepada

Pemcrintah Daerah;

d. kesesuaian perhitungan aruara bukti pengeluaran dengan Tagihan

(c billing)/Daftar Tagihan Scmcntara;
c. kesesuaian jenis belanja yang dapat dibayarkan dengan KKPD; dan

f. kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa dalam
pcrjanjian/kontrak, dokumcn serah tcrirna barang/jasa, dan barang/jasa

yang diserahkan oleh penyedia barang/ jasa.

(3) Berdasarkan hasil verifikasi, PPK-SKPO/PPK unit SKPD menyiapkan NPD
KKPD dcngan dilampiri DPT KKPD serta bukti-bukti pcngeluaran untuk

selanjutnya disampaikan kepada PA/KPA untuk ditandatangani dan

disahkan.
(4) NPD KKPD scbagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:

a. tanggal dan nom or NPD KKPO;

b. jumlah tagihan KKPDyang dibayarkan;

c. nornor rekening Bank Penerbit KKPD;
d. peruntukkan pembayaran;

e. dasar pembayaran;
f. pcmbcbanan anggaran; dan
g. tanggal setuju/Iunas bayar serta penandatangan NPD KKPD.

(5) PA/KPA mcngcsahkan sebagian Zseluruhnya bukti-bukti pengeluaran dan
OPT KKPD sebagairnana dirnaksud pad a ayat (3) dan rnenandatangani NPD
KKPD.



(1) Berdasarkan NPO KKPO yang dilampiri OPT KKPO dan bukti- bukti

pengeluaran belanja yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

32, BPjBPP melakukan:

a. pengujian atas NPO KKPO dan OPT KKPO;

b. pengujian ketersediaan dana UP KKPD; dan

c. penyusunan daftar pungutan Zpotongan pajak/bukan pajak alas tagihan

dalarn NPO KKPD.

(2) Pengujian atas NPD KKPD dan OPT KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat

(I) huruf a, meliputi:

a. Penelitian kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh

PA/KPA;

Pasal 34

Bagian Ketiga

Pengujian Nota Pencairan Dana

Pasal 33

PAjKPA menyampaikan NPO KKPO yang dilampiri OPT KKPD dan bukti-bukti

pengeluaran belanja yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31

ayat (4) kcpada BPJBPP paling larnbat 1 (satu) hari kcrja sctelah diterbitkan dan

dilampiri dengan dokumen yang lengkap dan sah.

(I) Oalam hal terdapat bukti-bukti pengeluaran yang tidak memenuhi ketentuan,

PPK-SKPDjPPK unit SKPD menolak bukti-bukti pengeluaran dimaksud dan

disampaikan kepada PPTK selaku pelaksana kuasa pengguna KKPD melalui

surat pemberitahuan penolakan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah daftar

pengcluaran riil belanja menggunakan KKPD diterirna.

(2) PPTK selaku pelaksana kuasa pengguna KKPD memperbaiki dan melengkapi

bukti-bukti pengeluaran riil belanja menggunakan KKPO dan menyampaikan

kembali kepada PAjKPA melalui PPK-SKPOjPPK unit SKPD untuk proses

verifikasi lebih lanjut.

(3) Format sural pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

sesuai ketentuan peraturan pcrundang-undangan.

Pasal 32

(6) Format DPT KKPO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.



Permintaan penggantian UP KKPDsebagaimana dirnaksud dalam Pasal 34 ayat

(4) dilakukan dengan mengajukan SPP GU KKPD kepada PA melalui PPK-SKPD

yang dilampiri NPO KKPD dan DPT KKPD serta dokumen pendukung sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Bagian Keempat

Mekanisme Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang,

Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan dan

Surat Perintah Pencairan Dana Uang Persediaan Ganti Uang

Kartu Kredit Pemerintah Daerah

(5) Pengajuari permin taan peuggaul.ian UP KKPO sebagairnana dirria.kaud pada

ayat (3) dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak NPO KKPD dan DPT

KKPO diterima.

[n) Dalarn hal berdasarkan pengujian, NPD KKPD dan DPT KKPD tidak

memenuhi persyaratan untuk dibayarkan, BPJBPP menolak NPD KKPD dan

DPT KKPD yang diajukan dan mengembalikan kepada PPTK paling lambat 2

(dua) hari kerja sejak NPO KKPD dan DPT KKPD diterima.

c. pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran antara spesifikasi

teknis yang disebutkan dalam penerimaan barangjjasa dan spesifikasi

teknis yang disebutkan dalarn dokurnen perjanjian zkontrak: dan

d. pemeriksaan dan pengujian ketepatan penggunaan kode rekening

anggaran alas pengeluaran.

(:1) Dalam hal pengujian NPD KKPD dan DPT KKPD telah mernenuhi persyaratan,

BPP menyampaikan NPD KKPD dan OPT KKPO yang diterbitkan oleh KPA

kepada BP untuk pengajuan permintaan penggantian UP KKPO kepada PA.

(4) Berdasarkan hasil verifikasi NPD KKPD dan DPT KKPD yang diterbitkan PA

sebagaimana dimaksud pad a ayat (2) dan NPD KKPD dan OPT KKPD yang

diterbitkan oleh KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BP mengajukan

permintaan penggantian UP KKPD kepada PA.

4) keter sediuan dana yang bersangkutan.

b. pemeriksaan kebenaran atas hak tagih, rneliputi:

1) pihak yang ditunj uk unluk rnerierima pembayarari;

2) nilai tagihan yang harus dibayar;

3) jadwal waktu pernbayaran; dan



Pasa139

(1) BP melakukan pembayaran tagihan KKPD melalui pernindahbukuan dari

rekening BP ke rekening Bank Penerbit KKPDpaling lambal 2 (dua) hari kerja

setelah pencairan dana SP2D dilerimaj masuk ke rekening BP.

Bagian Kelima

Pernbayaran Tagihan Kartu Kredit Pemerintah Daerah

Pasal 38

(1) Kuasa BUD melakukan verifikasi dokumen SPM GU KKPD sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dokumen

SPM GU KKPDdinyatakan lengkap, Kuasa BUD menerbitkan SP2D GU KKPD

paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak dokumen SPM GU KKPDctiterima secara

lengkap.

PI Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pad a ayat (1)

dokumen SPM GU KKPD belum dinyatakan lengkap, Kuasa BUD

mengembalikan dokumen SP!v1GU KKPD kepada PA paling lambat 1 (satu)

hari kerja sejak diterima dokumen SPM GU KKPD.

Pasal 37

(I) PA menerbitkan SPM GU KKPD dan menyampaikan kepada Kuasa BUD

untuk penerbitan SP2D GU KKPD paling larnbat 2 (dua) hari kerja sejak

dokumen SPP GU KKPD diterima secara lengkap.

(2) SPM GU KKPD sebagaimana dimaksud pad a ayat (1), dilampiri:

a. surat pernyataan tanggung jawab mutlak PA; dan

b. surat pemyataan verifikasi PPK-SKPD.

Pasal 36

(I) PPK-SKPD rnelakukan verifikasi dokurnen SPP GU KKPD yang disarnpaikan

BP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dokumen

SPP GU KKPDdinyatakan lengkap dan sah, PPK- SKPD menyiapkan SPM GU

KKPDyang dilampiri Draft Surat Peryataan Tanggung Jawab Mutlak PA dan

Surat Peryataan Verifikasi PPK-SKPD, dan disampaikan kepada PA untuk

ditandatangani.

(3) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dokumen SPP GU KKPD dinyatakan belum lengkap, PPK-SKPD

mengembalikan kepada BP untuk dilengkapi paling lambat (1) hari kerja

setelah dokumen SPP GU KKPD diterima.



(1) Pernbayaran atas tagihan KKPD kepada Bank Penerbit KKPD yang melebihi

tagihan/haknya merupakan ketcrlanjuran pembayaran.

Pasa141

bersangkutan dan ditembuskan ke PPKD selaku BUD.

(2) Berdasarkan laporan tagihan KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

PPKD selaku BUD melakukan koordinasi dengan SKPD terkait.

(3) Koordinasi sebagairnana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk

mengklarifikasi, menghimbau dan mendorong SKPD melakukan percepatan

penyelesaian tagihan KKPOyang belum dibayarkan.

(4) SKPD harus mcnyelcsaikan tagihan KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) paling lambat 1 (satu) bulan sejak koordinasi dilakukan dengan PPKD

sclaku BUD.

KKPDmenyarnpaikan laporan runggakan iagihan KKPD kcpada SKPDyang

(1) Dalam hal tcrdapat tagihan Kh.'PDyang bclum dibayarkan oleh SKPD paling

singkat 1 (satu) bulan sejak tanggal jatuh tempo pembayaran. Bank Penerbit

Pasal40

(7) Biaya yang timbul akibat pcrnindahbukuan rekening penggunaan Layanan

Perbankan Secara Elektronik dari Rekening BP/BPP scbagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan a) at (2) dibebankan pada OPA SKPO berkcnaan.

b. kartu debit.

a. internet banking; atau

(6) Layanan Perbankan Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

huruf a berupa:

(2) Dalam hal pada SKPD terdapat BPP. pemindahbukuan dari rekening BP ke

rckening BPP dilakukan BP paling larnbat 1 (satu] hari kerja setclah pencairan

dana SP2D-UP KKPD ditcrirnay ma suk kc rekcning BP.

(3) BPP mclakukan pcmbayaran tagihan KKPD melalui pemindahbukuan dari

rekening BPP ke rekening Bank Penerbit KKPO paling lambat 1 (satu) hari

kerja setelah pencairan dana SP2D diterimaj'masuk ke rekening BPP.

(4) Pernindahbukuan rekening BP/BPP dilakukan sejumlah tagihan yang harus

dibayar scbagaimana tercantum dalam OPT KKPD.

(5) Pernindahbukuan rekening BPI BPP menggunakan layanan perbankan secara

elcktronik.



f. biaya pencetakan Larnbalran lerubar tagihan,

d. biaya penggantian PIN;

c. biaya copy billing statement;

c . biaya penggarrtian Kartu Kt cdi] kar eua liilangj'dicuri atau Iusak,

a. biaya keanggotaan (membership fee);

b. biaya pembayaran tagihan melalui telier, ATM, dan e- banking;

Pasal42

(1) Bank Penerbit KKPD rnembebaskan SKPD dari biaya penggunaan KKPD,

meliputi:

BAB VlI

BIAYA PENGGUNAAN KARTU KREDIT

PEMERINTAH DAERA.H

(6) Dalam hal informasi pcrminlaan penyctoran kcmbali tidak lcrpenuhi, Bank

Pencrbit KKPD mcmbcritahukan kepada Administrator KKPD untuk

mernperbaiki permintaan penyetoran kembali sebagairnana dirnaksud pada

ayat (3) dar. informasi sebagairnana dimaksud pada ayat (4).

d. nomoi rekerring BP/SPP uril.uk pen etorari Kernbali alas kelebiha.n

pembayaran tagihan dari Bank Pencrbit KKPD.

(5) Dalam hal informasi pcrmintaan pcnyctoran kcmbali sebagaimana dimaksud

pada ayat (~) dan ayar (4) telah terpenuhi, Bank Penerbir KKPD m-lakukan

pcnyetoran kembali kc rekcning BP/BPP dan Zatau rekcning yang ditunjuk

paling lambat 5 (lima) hari kerja sctclah pcngajuan pcrmintaan pcnyctoran

kembali oleh Administrator KKPD.

c. bukti-bukti pcmbayaran Zpemindahbukuan yang sah; dan

b. nomor dan nama KKPD;

a. nilai keter lanj ur an pembayai all;

(4) Untuk permintaan penyetoran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

Administrator KKPD harus mcnginformasikan:

(2) Keterlanjuran pembayaran harus disetorkan kern bali oleh Bank Penerbit

KKPD ke rekening BP/BPP unruk penyetoran kernbali.

(3) Penyetoran kernbali sebagairnana dirnaksud pad a ayat (2) dirnintakan oleh

Adminintrator KKPD kepada Bank Penerbit KKPD melalui surat elektronik

dan /atau sarana tcrcepat lainnya setelah mendapat persetujuan dari
PA/KPA.



Pasal44
Pernrosesan transaksi dan penvelenggaraan KKPD dilakukan oleh bank
dan Zatau pihak tcrkait dcngan mcmpcrhatikan pcngaturan kartu kredil
sebagai alat pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan otoritas di

bidang sistern pembayaran.

BABIX
KETENTUAN LAIN LAIN

I::!) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

untuk mcmastikan pclaksanaan pcmbayaran mcnggunakan KKPD scsuai

dcngan kctcntuan pcraturan pcrundang-undangan.

(3) Bupati mcnvarnpaikan laporan hasil monitoring dan cvaluasi pclaksanaan

pernbayaran belanja daerah menggunakan I~KPDkepada Gubernur.

II) Pcmcrmtah Uacrah mclalui ::;J\..,,,.LJ rnclakukan monnormg dan cvaluasi aias
pelaksanaan pernbayaran belanja daerah menggunakan KKPD secara
bcrkala.

Pasa! 43

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

(3) Pcngaturan biaya scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

dituangkan dalam perjanjian kerja sarna penggunaan KKPD an tara PPKD
selaku BUD dengan pejabat Bank Penerbit KKPD.

(2) Dalam pcnggunaan KKPD, biaya yang dibebankan pada APBO hanya biaya

materai.

g. biaya keterlambatan pcmbayaran;

h. biaya lrurrga alas tUflggakall/ lagihau yang Ier larubat clibaya rkarr; dan

i. biaya penggunaan fasilitas airport lounge yang bekerja sarna dengan

KKPD.
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SEKR AR1SDAERAH

KABU

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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